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PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR AZ- TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 75 TAHUN 2019
TENTANG NILAI DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

: a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nornor: B/784/M.SM.04.00/2019 hal
Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tanggal 28 Juni
2019, telah memberikan persetujuan terhadap nilai dan
kelas jabatan di lingkungan Pemerintahh Provinsi
Kalimantan Barat;

. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas,

dan kinerja jabatan Aparatur Sipil Negara telah
ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2019
Tentang Nilai dan Kelas Jabatan Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

. bahwa seiring ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi rRalimantan Barat
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah  Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat, telah memberikan pengaruh terhadap
Nilai dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat sehingga perlu dilakukan
penyesuaian dan perubahan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ maka
perlu  menetapkan  Peraturan  Gubernur tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun
2019 Tentang Nilai dan Kelas Jabatan Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

RARO FERANGUAT DABRAH | rappay ¢ SERDA
HUKUM PEMBAKANSA

S 2 P




Mengingat

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang DéSar--i\:fegara'Ré’pﬂﬁliké R

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106});

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3547}, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887} sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah
Normor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil ({Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
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8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentarlg Giand_f'-_ﬁ’. i

Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025,, S

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dahg R

Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 ten’cang;
Pedoman Evaluasi Jabatan; - :

10. Peraturan Menteri Dalam Negem Nomor 35 ’I‘ahuﬂ 20122-[ ' '
tentang Analisis Jabatan "di Lingkungan Kementerian

Dalam Negeri dan Pemerintah" Daerah (Berita Nega1 af :
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomeor 483) o

11.Peratuan Menteri Pendayagunaan Apara‘tur Negara dani-'

Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahui 2013 tentang?'ff't- :
Penetapan Kelas Jabatan . di ngkungan Instanm;__';.-_
Pemerintah (Berita Negara - Repubhk Indenema Tahuné- :

2013 Nomor 1636);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan _'
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road e
Map Reformasi Birokrasi * Tahun 2020 2024 - (Bemtaé' SR

Negara Republilk Indonesia Tahun 2020 Nomor 44 1)

13. Peraturan Menteri Dalam . Negem Nomor 80 Tahun 2015:5;{.:}

tentang  Pembentukan Produlk Hukum Daerah {Berita .
Negara Republik Indonesia Tahun 2(}15 ‘Nomor 2036}
sebagaimana telah diubah’ dengan Pelaturan Menter
Dalam - Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hui«:um;_’_'--_':':'-:.-__ﬁ:'-_
Daerah (Berita Negara Repubhk indonesza Tahun 2019; i

Nomor 157);

14, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nega1a dan:f_’:i-:' :
Reformasi Birokrasi - Nomor 20 . Tahun 2016 ‘tentang -
Jabatan Fungsional . (Bema Negara Fiepubhk Indones;ta-;j S

Tahun 2016 Nomor ]643)

15. Peraturan Menteri- Pendayaofunaan Aparatur Negara daﬁ
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 te_ntancr e

Nomenklatur Jabatan “Pelaksana Bag1 Pegawai ‘Negeri

Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berlta Negaraf:-

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomorz‘ 127 3)

16. Peraturan Kepala Badan Kepewawaxan Neg&ra Nomo:t 21 i
Tahun = 2011  tentang Pedomem Pelaksanaang S

Evaluasi Jabatan;

17. Peraturan Daerah NO]IIOI 8 Tahliﬂ 20 1 6 telltang: R

Pembentukan dan Susunan: Perangkat Daera}f.a Provmsz';;
Kalimantan  Barat (Lembaran Daerah ~Provinsi -

Kalimantan Barat Tahun 2016 Notnor. 8, 'I‘a:t’nbr:ma‘n;;-_5-_:é .
Lembaran Daerah’ Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6)
sebagaimana telah diubah - dengaﬁ Peraturan Daerah- S

Nomor 11 Tahun 2019 tentang:. Per ubahan At&s
Peraturan Daerah Nomor 8 "I‘ahun 2016 tentang-:

Pembentukan dan Susunem Perangkat Daerah P1ovms1f§'. :
Kalimantan  Barat (Lembaran Daerah Prmwnsz_f
Kalimantan Barat Tahun 2019: Nt)mor 11 Tambahan'f g

L@mbaz an Daerah Provmsz Kahmantan Bara‘t Nomer 9) g
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 75 TAHUN 2019
TENTANG NILAI DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2019 Tentang
Nilai Dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 76), diubah
sebagai berikut :

Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 4A dan Pasal
4B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

e
)
——

(2)

BAB 111
PERUBAHAN NILAI DAN KELLAS JABATAN

Pasal 4

Nilai dan kelas jabatan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan

apabila:

a. Adanya perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan
nomenklatur, tugas, dan fungsi jabatan;

b. Adanya penambahan atau penghapusan kewenangan pada jabatan;
dan

c. Hal-hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor jabatan,
yang mengakibatkan perubahan nilai jabatan.

Perubahan dan/atau penambahan nilai dan kelas jabatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Perangkat Daerah kepada

Gubernur Kalimantan Barat melalui Sekretaris Daerah.

Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan dengan

menyertakan informasi faktor jabatan yang memuat :

a. Nama jabatan;

b. Peran jabatan;

¢. Uraian tugas dan tanggungjawab;

d. Hasil kerja jabatan;

e. Tingkat faktor; dan

f. Persyaratan jabatan tertentu.

Perubahan informasi fakior jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4A

Terhadap Nomenklatur Jabatan Aparatur Sipil Negara yang Nilai dan Kelas
Jabatannya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 75
Tahun 2019 tentang Nilai dan Kelas Jabatan, maka diberikan atau mengikuti
Nilai dan Kelas Jabatan yang serumpun sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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o Pasai 4]?

Dalam hal terdapat perubahan Nomenklatur Jabatan daﬁ perubahan Nﬂaz danﬂ'f e
Kelas Jabatan Struktural, Jabatan I‘ungsmna} dan’ Jabatan: lamnya padaf e
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemermtah Daerah,_ mengacu kepada
Persetujuan dan/atau Penetapan Kementerian PAN dan RB sesuai . ke‘tentua:n“
peraturan perundang-undangan, =

Pasal 11
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada taiiggal 'c’iiundéngkaﬁ'
Agar setlap orang mengetahumya memermtahkan pengundangarl Pemturan

Gubernur ini dengan penempatannya daiam Ber;ta Daerah Provmm Kahmantan‘;f
Barat. : : : - :

Dltetapkan di Pon“’uanak
pada tanggaﬁi «fm i’%ﬁ wek 2021 L
59’ GUBERNUR KALIMANTAN BARA”F ﬁ

Diundangkan di Pontianak

pada tanggal “o {vared 2021

SEKRETARIS DAERAH L
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

A.L. LEYSANDRI, SH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR




